BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

R,

TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

: a, bahwa  dalam rangka membantu  penguatan

penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan
efisien, pengaturan tentang syarat untuk menjadi
perangkat desa, perlu disesuaikan;

. bahwa dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-
X1I1/2015 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
dalam amar putusannya menyatakan Pasal 50 ayat (1)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, khususnya yang mengatur mengenai persyaratan
untuk diangkat menjadi perangkat desa yaitu terdaftar
sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perangkat Desa, perlu diubah;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 7,. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 35);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun

2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 623)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 640);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Menetapkan

Flw v

dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PERANGKAT DESA.



Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g dihapus dan ayat (2) huruf d dalam
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 623) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 640), diubah sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dari
warga Desa yang memenuhi persyaratan :

a.
b.
c.

warga negara Republik Indonesia;
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang

sederajat;

. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian

Republik Indonesia;

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42
(empat puluh dua) tahun pada saat diangkat sebagai perangkat
Desa;

. Dihapus;

. sehat jasmani dan rohani;

memahami sosial budaya masyarakat setempat;

. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang.

(2) Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dibuktikan dengan :

a.

surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lIka, yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai
dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang
atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang
atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
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d. fotokopi kartu tanda penduduk;
e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;

f. surat pernyataan kesediaan menjadi perangkat Desa yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai
cukup,

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan

h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5
(lima) tahun atau lebih.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalamn Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2017

- / BUPATI SUMBAWA, /
¥\/M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Cktober 2617

SEKRETARIS DAEWUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 59 TAHUN 2017



P

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015

II.

Ao

TENTANG PERANGKAT DESA

UMUM

Dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait pengujian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam
amar putusannya menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai
persyaratan untuk diangkat menjadi perangkat desa yaitu terdaftar
sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu)
tahun sebelum pendaftaran tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu diubah.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut, bahwa pengangkatan perangkat Desa yang mensyaratkan
harus berdomisili di desa setempat tidak sesuai dengan semangat Pasal
28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”. Oleh karena itu, sudah
sepatutnya dalam pengangkatan perangkat Desa tidak perlu dibatasi
dengan mensyaratkan bahwa calon perangkat Desa harus terdaftar
sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Meskipun demikian,
untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan Desa berjalan
lancar, maka pada saat perangkat Desa sudah ditetapkan/diangkat
wajib berdomisili/bertempat tinggal di Desa setempat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Culkup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.



Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Dalam hal calon Perangkat Desa ditetapkan
sebagai Perangkat Desa, maka yang
bersangkutan harus memproses perpindahan
domilisi menjadi penduduk Desa setempat
sebelum tanggal pelantikan dan berdomisili
di Desa setempat.

Hurufe
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Hurufh
Cukup jelas.
Pasal 1I
Cukup jelas.
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